
 

 

ABSTRAK 

ENTIN WULANDARI (1183010034) : “Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin 

di Kabupaten Bandung Barat (Kasus di Pengadilan Agama Ngamprah pada Tahun 

2021)”. 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa 

batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 

19 tahun. Namun, dengan adanya perubahan tersebut, angka pengajuan 

permohonan Dispensasi Kawin khususnya di Pengadilan Agama Ngamprah pada 

tahun 2021 mengalami peningkatan. Dari kejadian tersebut, perlu adanya 

pengkajian lebih dalam terkait penyebab meningkatnya perkara permohonan 

Dispensasi Kawin dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan 

Dispensasi Kawin.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara 

permohonan Dispensasi Kawin, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

menetapkan perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

Ngamprah pada tahun 2021, dan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya 

perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngamprah setelah 

adanya perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pada tahun 2021. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dari hasil wawancara di 

lapangan dan sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-

buku serta jurnal hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu studi wawancara, dan studi dokumentasi. 

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa batas minimal usia 

perkawinan yaitu 19 tahun. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 16 

tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat tergambarkan sebagai 

berikut: (1) pemeriksaan permohonan Dispensasi Kawin dilakukan oleh hakim 

tunggal. (2) Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan 

Dispensasi Kawin yaitu berdasarkan maslahah mursalah. (3) Faktor penyebab 

meningkatnya perkara permohonan Dispensasi Kawin yaitu faktor hamil diluar 

nikah, faktor pendidikan dan faktor budaya. Jumlah perkara yang masuk karena 

faktor pendidikan pada tahun 2019 sebanyak 21 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 

47 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 36 perkara. Faktor budaya masyarakat 

yang kurang memahami damppak dari pernikahan dibawah umur dan menganggap 

bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi.  
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